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Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai penjatuhan sanksi pemberhentian 
dengan hormat tidak atas pemerintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap 
pelanggaran disiplin berat di Kabupaten Tulungagung. Penulis memfokuskan masalah 
pada kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berdasarkan pasal 20 ayat 
(1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil dan juga faktor yang menyebabkan terjadinya pemberhentian terhadap 
seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tulungagung berinisial “E”. 
Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode pendekatan kasus dan 
pendekatan perundang-undangan, dimana peneliti melakukan pendekatan pada kasus 
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri 
Sipil yang dialami oleh ”E” yang dikaitkan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan 
yang ada bahwa dalam pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pejabat yang berwenang 
melakukan penjatuhkan hukuman disiplin berat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian 
Daerah dalam hal ini adalah Bupati Tulungagung.  
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemberhentian dengan hormat tidak 
atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap ”E” sebagai salah satu 
Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tulungagung adalah penegakan hukuman yang 
tegas dari Bupati Tulungagung dan juga pelanggaran disiplin berat yang dilakukan 
oleh “E”. 
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Servant to the Severe Discipline Violation (Case Study in Tulungagung Regency)” , 
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 In this mini thesis, the writer discusses about sanctions of dismissal with 
respect not by own request as civil servant to the severe discipline violation in 
Tulungagung Regency. The writer focuses on the problem of the authority of Advisor 
Official of Local Employment based on clause 20 paragraph (1) letter a Government 
Rule Number 53 Year of 2010 about Civil Servant Discipline and also factors that 
result the occurrence of dismissal to the Civil Servant in Tulungagung Regency with 
initial “E”. 
 In this research the writer uses case approach method and statute approach, 
where the researcher conducts the approach to the case of dismissal with respect not 
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by own request as Civil Servant that experienced by “E” that related to the prevail of 
Government Rule Number 53 Year of 2010 about Civil Servant discipline.                                                         
 Based on the research result, the writer obtains the answer over the existence 
of question that in clause 20 paragraph (1) letter a Government Rule Number 53 Year 
of 2010 about Civil Servant Discipline, the official that has authority in giving 
sanction or punishment for severe discipline violation is Advisor Official of Local 
Employment, in this case is the Regent of Tulungagung. 
 Factors that result the occurrence of dismissal with respect not by own request 
as Civil Servant to “E” as one of Civil Servants in Tulungagung Regency are the 
enforcement of strict punishment from Regent of Tulungagung and also severe 
discipline violation that conducted by “E”. 
 






































A. Latar Belakang 
Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama 
tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan pada pokoknya tergantung dari 
pegawai negeri.
1
 Untuk mencapai tujuan negara yaitu menyelenggarakan 
kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil 
dan makmur, maka pendayagunaan aparatur negara terus ditingkatkan terutama yang 
berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman pada masyarakat serta 
kemampuan professional dan kesejahteraan aparat sangat di perhatikan dalam 
menunjang pelaksanaan tugas.
2
 Dalam mewujudkannya maka Pegawai Negeri Sipil 
perlu dibina sebaik baiknya untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur 
berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
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Dalam konteks Hukum Kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur 
negara memiliki peranan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan-
kebijaksanaan dan peraturan-peraturan pemerintah. Peranan dari Pegawai Negeri Sipil 
seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran ”not the gun, the man behind the gun” 
yaitu bukan senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan senjata itu. 
Senjata yang modern tidak mempunyai arti apa-apa apabila manusia yang dipercaya 
menggunakan senjata itu tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.
4
 Hal ini 
berarti bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintah dalam 
melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan nasional. 
Persoalan klasik secara umum yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja bagi 
kalangan Pegawai Negeri Sipil sejak dahulu kala hingga sampai dengan sekarang 
adalah persoalan” rendahnya budaya disiplin”. Budaya disiplin di kalangan PNS 
belum sepenuhnya dapat diterapkan dan dijalankan, walapun telah dikeluarkan 
peraturan disiplin PNS yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
sebagai penganti Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang disiplin PNS. 
Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak perilaku menyimpang yang dilakukan 
                                                 
1
 Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian , pasal 1 
huruf a Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berewenang dan diserahi 
tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2
 Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.148. 
3
 Leden Marpaung, Menggapai Tertib Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,1999 Hlm. 
67. 
4
Muchsan, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta,1982, hlm.12 
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oleh PNS terhadap hukum dan norma yang berlaku dalam bentuk sikap dan perilaku 
tidak patuh dan kurang tertib terhadap aturan yang telah ada seperti mentaati 
ketentuan hari kerja dan jam kerja.
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Tulungagung sebagai Kabupaten yang mempunyai visi dan misi mewujudkan 
Pegawai Negeri Sipilnya menjadi Pegawai Negeri Sipil yang Berkualitas, Bermoral , 
Profesional, Berwibawa dan Sejahtera, tentu banyak juga menemui kasus Indisipliner 
yang dilakukan para Pegawai Negerinya. Walaupun telah mengimplementasikan 
peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk 
PNS Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tulungagung untuk melakukuan hal-hal yang 
dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai 
Negeri Sipil, seperti Pegawai Negeri yang mangkir dari tugasnya, melakukan 
penyalahgunaan kewenangan, menyalahgunakan barang- barang, uang, atau surat-
surat berharga milik Negara, melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman 
sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya 
dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara 
langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
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Penegakan hukum berupa sanksi juga diterapkan agar menimbulkan efek jera 
baik bagi pelaku pelanggaran disiplin maupun Pegawai Negeri Sipil lain agar tidak 
melakukan kesalahan yang sama. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat 
berat terhadap yang bersangkutan telah dilakukan secara profesional. Ini merupakan 
hasil kerja tim terpadu yang bekerja secara independen, melalui prosedur 
sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
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Inspektorat Kabupaten Tulungagung mencatat sampai akhir tahun 2012 ada 24 
Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang telah 
melakukan perbuatan indisipliner. Pada kasus pelanggaran disiplin berat, 3 PNS 
dikenai sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tahun), 3 
PNS dikenai sanksi pembebasan dari jabatan, dan satu orang dikenai sanksi 
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri 
Sipil. Pemberhentian tersebut dikarenakan beberapa faktor yang diakibatkan karena 
                                                 
5
 Lamijan, Lunturnya Kedisiplinan PNS (online) , http://bkd.grobogan. go.id/tugasbkd/93- 
lunturnya-kedisiplinan-pns.html, diakses 24 oktober 2012 
6
 Anonymous, 2013, Berita Utama (online), http://bkdtulungagung.info, diakses 1 September 
2013 
7
.Majalah DeTAK, 2013, PP Nomor 53 'Telan' Korban (online), 
http://www.detakperistiwa.html,, diakses 2 september 2013. 
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para Pegawai negeri Sipil tersebut tidak melakukan kewajiban atau melakukan suatu 
larangan. 
Beberapa diantara banyaknya kasus tersebut diatas, salah satunya pernah terjadi 
di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung yang seorang 
Pegawai Negeri Sipilnya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan 
hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kasus ini terjadi 
pada akhir tahun 2012 yang melibatkan salah seorang staf bendahara gaji pada Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung berinisial ”E”. ”E” 
diberhentikan dengan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 826.3/04/2012. 
Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai staf bendahara gaji tersebut melakukan 
beberapa faktor yang menyebabkan pejabat yang berwenang menjatuhi hukuman 
indisipliner. Beberapa diantara faktor yang menyebabkan dirinya diberhentikan, 
dilakukan juga di Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung tempat dia 
bekerja sebelum akhirnya dimutasi pada Kantor Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Tulungagung. 
Sementara itu, penjatuhan sanksinya diatur dalam pasal 20 ayat (1) huruf a 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
Dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yaitu Bupati Tulungagung 
mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri jenis hukuman apa yang akan 
diberikan kepada ”E”. Wewenang tersebut merupakan penerapan asas diskresi yang 
dimiliki oleh Bupati Tulungagung sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Sedangkan 
menurut asas keabsahan, Bupati Tulungagung harus memenuhi beberapa persyaratan 
yang ditentukan oleh hukum agar keputusan pemberhentiannya mempunyai kekuatan 
hukum dan dapat dilaksanakan, sehingga keputusannya harus dianggap sah sampai 
ada pembatalan. Dalam kasus ini, BAPEK menolak banding administratif yang 
diajukan oleh ”E” dan menguatkan keputusan Bupati Tulungagung tentang 
pemberhentian terhadap ”E”, sehingga keputusan Bupati Tulungagung tentang 
pemberhentian terhadap ”E” tersebut dianggap sah dan dapat dilaksanakan. 
 
B. Rumusan Masalah 
1.  Apakah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 
Pegawai Negeri Sipil terhadap ”E”, Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten 
Tulungagung sesuai dengan pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil? 
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2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pemberhentian dengan hormat 
tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap ”E” sebagai 
salah satu Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tulungagung? 
 
C. Metode 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu 
penelitian terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-Undangan dalam 
kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji berlakunya Peraturan 
Perundang-Undangan tentang kepegawaian khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam penerapannya di 
lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Tulungagung karena 
setelah melakukan pra- survey di Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa masalah 
tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya kasus tentang pemberhentian 
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Data 
primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan atau langsung diperoleh dari 
sumbernya, yaitu Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana daerah, penjelasan 
dari kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung, penjelasan dari 
Kepala Kantor Penaman Modal Kabupaten Tulungagung, Kepala Sub Bidang Tata 
Usaha Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung, ataupun Inspektur Kabupaten 
Tulungagung. Sedangkan Data Sekunder, dalam penelitian ini adalah data yang 
memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer, yang terdiri dari buku-
buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang 
berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 
wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Responden dalam penelitian ini 
akan dilakukan dengan metode purposive sampling dimana sampel responden diambil 
dengan asumsi bahwa sampel yang terpilih mengetahui dan dapat menjawab masalah 
yang dijadikan sebagai kajian dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data deskriptif analisis, maka 
data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi, 







1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
a. Kabupaten Tulungagung 




 samapi dengan 112
0 
07` bujur timur dan 7
0
 51` samapai dengan 8
0 
18` lintang selatan. Batas daerah, 
disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri tepatnya dengan 
Kecamatan Kras. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di 
sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah barat 
berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Kabupaten 
Tulungagung yang mencapai 1.055,65 Km
2 
habis terbagi menjadi 19 Kecamatan 
dan 271 desa/kelurahan.
8
 Unit Pemerintahan Daerah di bawah kabupaten secara 
langsung adalah kecamatan. Sedangkan kecamatan terbagi habis kedalam 
desa/kelurahan, Kabupaten Tulungagung  terbagu dalam 19 kecamatan, 257 
desa, 14 kelurahan, 1.849 Rukun Warga (RW) dan 6.396 Rukun Tetangga (RT). 
Kecamatan yang mempunyai jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan 
Gondang yaitu sebanyak 20 desa, sedangkan kecamatan yang mempunyai 




Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung 
pada tahun 2012 ini sebesar 14.723 jiwa yang berarti menurun jika 
dibanidngkan dengan tahun 2011 sebesar 15.014 jiwa. Dari jumlah ini terbanyak 
ada di golongan IV sebesar 36,22 persen kemudian golongan III sebesar 35,49 
persen, golongan II sebesar 24,61 persen dan golongan I sebesar 3,67 persen.
10
 
Rekapitulasi penanganan kasus Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah 
Daerah sampai akhir tahun 2013 tercatat sebanyak 17 Pegawai Negeri Sipil 
mengajukan permohonan izin cerai dan keseluruhannya disetujui. Selain itu 
untuk penjatuhan hukuman disiplin, sepanjang 2013 tidak ada Pegawai Negeri 
Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin ringan. Untuk hukuman disiplin sedang, 
sebanyak 2 orang dijatuhi sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala 
selama 1 (satu) tahun dan 1 orang dijatuhi sanksi berupa penurunan pangkat 
setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Sementara itu, 2 orang Pegawai 
                                                 
8
 BPS Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, Tulungagung 
Regency in Figures 2012, BPS Kabupaten Tulungagung, Tulungagung, 2013. hal. 3 
9
 Ibid, hlm. 24 
10
 Ibid, hlm.84-85 
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Negeri Sipil dikenai hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan 




b. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung 
Susunan organisasi dan tata kerja BKD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan 
daerah. Secara garis beras unsur-unsur yang harus ada menurut Keputusan 
Presiden RI Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan BKD 
antara lain Kepala, Sekretariat, Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional. 
Susunan organisasi BKD Kabupaten Tulungagung yang diatur dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, 
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung. 
Tugas pokok dan fungsinya adalah menyiapkan penyusunan peraturan 
perundang-undangan Daerah di bidang Kepegawaian Daerah sesuai dengan 
nama prosedur yang ditetapkan pemerintah, melaksanakan dan pengembangan 
Kepegawaian Daerah, menyiapkan kebijaksanaan teknis pengembangan 
Kepegawaian Daerah, enyiapkan dan melaksanakan pengangkatan kenaikan 
pangkat, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan, melayani administrasi kepegawaian dalam pengangkatan pemindahan 
dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai 
dengan nama, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan 
perundang-undangan, menyiapkan dan melaksanakan penetapan pensiun PNS 
Daerah sesuai dengan nama, standar dan prosedur dengan peraturan perundang-
undangan, menyelenggarakan administrasi PNS Daerah, mengelola  sistem 
informasi Kepegawaian Daerah, menyampaikan informasi Kepegawaian Daerah 
kepada Badan Kepegawaian Negara; menyelenggarakan Pendidikan dan 
Pelatihan bagi PNS Daerah dan berkoordinasi dengan instansi terkait; dan 
melaksanakan seleksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
c. Inspektorat Kabupaten Tulungagung 
Susunan organisasi inspektorat Kabupaten Tulungagung terdiri dari bidang 
perencanaan, evaluasi, umum dan administrasi. Selain itu terdapat inspektur 
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 Data yang diolah 
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pembantu yang membawahi bagian pengawas pemerintah di bidang 
pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Inspektorat mempunyai 
tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di 
daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan 
desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. 
 
d. Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung 
Kantor Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas bupati dan 
dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekertaris Kabupaten.
12
 Tugas 
Pokoknya adalah melaksanakan Otonomi Daerah dibidang penanaman modal. 
Fungsinya adalah perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal, 
pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang 
penanaman modal, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman 
modal dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung 
Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri 
dari bagian bina program, kepegawaian, dan keuangan yang membawahi bidang 
Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, dan juga  Bidang 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Sementara itu, BPBD telah merumuskan visinya 
untuk lima tahun kedepan (2009-2014) sebagai berikut: “Terwujudnya 
Penanggulangan Bencana Secara Cepat, Tepat, Efektif dan Efisien.”13 Untuk 
mendukung pernyataan visi, BPBD mengemban misi sebagai berikut: 
meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintah serta partisipasi 
masyarakat dalam penanggulangan bencana di Tulungagung, meningkatkan 
sarana dan prasarana pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam 
penanggulangan bencana, meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta  benda 
akibat terjadinya bencana. 
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 Pemerintahan Kabupaten Tulungagung, 2014, Kantor Penanaman Modal (online), 





2. Kesesuaian Penjatuhan Sanksi dengan Penerapan Pasal 20 ayat (1) huruf a 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
a. Posisi Kasus Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas 
Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap ”E” 
Kasus ini dialami oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berinisial ”E”, seorang 
staf bendahara gaji pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b pada 
Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Tulungagung yang 
berdasarkan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 826.3/04/205/2012 
tanggal 13 Februari 2012 telah dijatuhi  hukuman disiplin berupa Pemberhentian 
Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.
14
 
Menurut hasil pemeriksaan dari tim Inspektorat Kabupaten Tulungagung, 
”E” telah menyalahgunakan wewenang sebagai bendahara gaji yakni 
memalsukan data gaji untuk membesarkan pinjaman di Bank Jatim.dengan 
rincian sebagai berikut : gaji Saudari ”E” sebesar Rp.2.172.600,00 pinjaman 
bank langsung dipotong oleh Bank Jatim sebesar Rp.4.588.500,00 sehingga 
masih kurang Rp. 2.145.900,00. Saudari ”E” tidak dapat membayar angsuran 
pinjaman akhirnya tidak berani untuk masuk kerja dan berakibat angsuran 
pinjamannya ditanggung oleh karyawan Kantor Penanaman Modal Kabupaten 
Tulungagung yakni kantor tempat ”E” bekerja sebelum akhirnya per tanggal 1 
Januari 2012 dimutasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Tulungagung.
15
 Namun sejak dimutasi ke Badan Penanggulangan Bencana 




Selain tuduhan tentang penyalahgunaan wewenang, ”E” terbukti tidak 
masuk kerja terhitung bulan Oktober 2011 sampai dengan November 2011 
sejumlah 64 hari per tanggal 31 Desember 2011. sehingga melanggar ketentuan 
Pasal 3 angka 11 (masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja) dan Pasal 4 
angka 1 (menyalahgunakan wewenang) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
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 Sebagai konsekuensi akibat dilanggarnya Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka kepada PNS 
yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhkan hukuman disiplin, sebagaimana 
di atur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin PNS, yaitu : hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan 
hukuman disiplin berat. 
Dalam proses pemeriksaan yang bersangkutan saudari ”E” tidak pernah 
kooperatif, dilakukan pemanggilan 3 kali dari tim inspektorat tidak pernah hadir 
sehingga proses (BAP) Berita Acara Pemeriksaan tidak bisa dilakukan, namun 
demikian keterangan dari pihak yang berkompeten dan bukti pendukung 
menguatkan saudari ”E” telah melakukan tindakan indisipliner.18 
 
b. Prosedur Penyelesaian Kasus Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas 
Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap ”E”. 
Sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, 
Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil 
secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. Maka sebagai 
pejabat yang berwenang atau sebagai atasan langsung dari Saudari ”E” yaitu 
Saudari Wiwik Sudarwati SE, MM ( Penata TK I gol/ruang III/d) Kasubbag 
Tata Usaha pada Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung, telah 
melakukan pemanggilan kepada ”E” untuk menghadiri pemeriksaan atas 
tindakan indisipliner yang dilakukannya. Pemanggilan itu telah dilakukan 7 hari 
sbeelum tanggal pemeriksaan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Namun, sampai pada pemanggilan yang 
ketiga, ”E” sama sekali tidak hadir. Saudari Wiwik Sudarwati mengaku telah 
berusaha memotivasi untuk disiplin masuk kerja, namun ”E” tetap tidak pernah 
masuk kerja, maka Wiwik Sudarwati membuat surat perihal pembinaan PNS 
yang diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung.
19
  
Pada tanggal 11 November 2011 Badan Kepegawaian Daerah menanggapi 
Surat perihal pembinaan PNS dari Kantor Penanaman Modal Kabupaten 
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Tulungagung yang diajukan Kasubbag Tata Usaha Kantor Penanaman Modal 
Kabupaten Tulungagung atas tindakan indisipliner yang dilakukan bawahannya 
yaitu Saudari ”E”. Setelah itu Inspektorat mendapat perintah dari Bupati 
Tulungagung untuk menindak lanjuti kasus tindakan indisipliner yang dilakukan 
oleh saudari ”E” dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan itu, 
inspektorat mendapat hasil bahwa bahwa memang benar Saudari ”E” telah 
melakukan tindakan indisipliner yaitu tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 
selama lebih dari 46 hari dan juga menyalahgunakan wewenang sebagai staf 
bendahara gaji. 
Pada tanggal 13 Februari 2012 Bupati Tulungagung resmi memutuskan 
menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak 
Atas Permintaaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada ”E”. Saudari 
”E” merasa keberatan dengan Surat Keputusan Bupati atas pemberhentian 
terhadap dirinya. Maka ”E” melakukan banding administratif ke Badan 
Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). 
Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya BAPEK memutuskan 
menolak banding administratif EYR sebagaimana dinyatakan dalam suratnya 
tanggal 23 Februari 2012. BAPEK memperkuat hukuman disiplin sebagaimana 
tercantum dalam Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 826.3/04/205/2012 
tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai 
Pegawai Negeri Sipil. Kepada ”E”, pegawai pada Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung. BAPEK juga menyatakan apabila 
gaji ”E” sempat diberhentikan sejak keputusan pemberhentian ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang menghukum, maka gajinya dibayarkan sampai dengan 
Bulan November 2012, sepanjang yang bersangkutan aktif melaksanakan tugas. 
Kepada ”E” tidak diberikan hak pensiun karena belum mencapai usia 50 tahun 
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b. Analisis 
Di dalam pasal tersebut, salah satunya menjelaskan tentang kewenangan 
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan 
hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil fungsional umum golongan ruang 
III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e. 
Seperti dalam kasus ini, penjatuhan hukuman disiplin berat berupa 
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri yang dialami oleh 
Saudari ”E” seorang staf bendahara gaji pangkat pengatur muda tingkat I, 
golongan ruang II/b, berdasarkan pasal tersebut maka penjatuhan hukumannya 
merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Tulungagung yaitu Bupati Tulungagung. 
Dalam hal ini, Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berat 
dapat menentukan sendiri hukuman disiplin berat yang akan dijatuhkannya 
karena sudah merupakan kewenanganny yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri . Sedangkan 
berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dijelaskan 
bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang 
bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, 
jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan 
pembangunan. 
Di dalam membuat suatu keputusan (beschikking) pemerintah dalam hal ini 
adalah Bupati Tulungagung yang dalam kewenangannya untuk menjatuhkan 
hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas, harus 
memperhatikan ketentuan atau syarat-syarat tertentu apabila syarat tertentu 
dimaksud tidak dipenuhi berakibat keputusan yang dibuat tidak sah. Oleh karena 
itu tidak sahnya suatu keputusan yang dibuat pemerintah akan berakibat tidak 
sahnya tindakan pemerintah. Tidak sahnya tindakan pemerintah tersebut pada 






3. Faktor Penyebab Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri 
sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap ”E” 
Berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan bukti dokumen (surat-surat 
keterangan) dari pihak terkait yang cukup relevan dalam pemeriksaan diketemukan 
kesimpulan faktor yang menyebabkan pemberhentian ”E” sebagai Pegawai Negeri 
Sipil, yaitu : 
a. Saudari ”E” telah menyalahgunakan wewenang sebagai bendahara gaji telah 
memalsukan data gaji untuk membesarkan pinjaman di Bank Jatim. Saudari 
”E” tidak dapat membayar angsuran pinjaman akhirnya tidak berani untuk 
masuk kerja dan berakibat angsuran pinjaman ditanggung oleh Karyawan 
Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung. Sehubungan dengan itu 
yang bersangkutan telah terbukti melanggar atau tidak mentaati ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil). 
b. Bahwa dengan Saudari E tidak masuk kerja terhitung bulan Oktober 2011 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 (sejumlah 64 hari) maka telah 
terbukti melanggar kewajiban“Tidak masuk kerja dan mentaati jam kerja“ 
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bab II : 
Kewajiban dan Larangan, Pasal 3 angka 11 dapat dijatuhi sanksi menurut 
pasal 10 angka 9 huruf (d) dan Pasal 4 angka 1 dapat dijatuhi sanksi menurut 




a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai 
Negeri Sipil terhadap ”E”, Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tulungagung 
sudah sesuai dengan pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kesesuaian ini dilihat dari 
berbagai macam aspek, yaitu: 
1) Penegak Hukum 
Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) huruf a bahwa pihak yang berwenang 
untuk menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi ”E”, seorang Pegawai 
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negeri Sipil pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b adalah Pejabat 
Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini adalah Bupati Tulungagung. 
2) Jenis Pelanggaran 
 Jenis Pelanggaran yang dilakukan oleh E adalah jenis pelanggaran 
yang ada dalam pasal 7 ayat yaitu pelanggaran disiplin berat berupa 
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai 
Negeri Sipil. 
b. Faktor yang menyebabkan terjadinya pemberhentian dengan hormat tidak atas 
permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap ”E” sebagai salah 
satu Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tulungagung adalah penegakan 
hukuman yang tegas dari pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman, yaitu 
Bupati Tulungagung. Selain itu jenis hukuman yang dilakukan oleh ”E” 




Dalam kebebasan bertindak pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati 
Tulungagung, perlu dipertahankan ketegasannya dalam menjatuhkan sanksi kepada 
para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Tulungagung yang 
melakukan pelanggaran disiplin berat. Selain itu, dengan adanya kasus yang dialami 
oleh ”E” ini, diharapkan dapat menjadi efek jera dan peringatan Pegawai Negeri 
Sipil lain yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung, untuk 
lebih meningkatkan kinerjanya sehingga kejadian semacam ini dapat diminimalisir. 
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